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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Pdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pandan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, Umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP,

tempat  kediaman  di  XXXX,  Kecamatan  XXXX,

Kabupaten XXXX, sebagai Pemohon I;

Pemohon II,  Umur  25 Tahun,  agama Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah Tangga,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  XXXX,

Kecamatan  XXXX,  Kabupaten  XXXX,  sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon   dengan  surat  permohonannya

tertanggal  23 September 2020 yang didaftarkan di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Pandan pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

186/Pdt.P/2020/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  adalah  suami-istri  yang

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal XXXX, di

Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;

2. Bahwa pada saat  pernikahan tersebut Pemohon I  berstatus jejaka pada

usia  23  tahun,  dan  Pemohon  II  berstatus  gadis  pada  usia  22  tahun,

pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah, Ayah Kandung Pemohon II

bernama XXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I : XXXX

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Pdn
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dan saksi II : XXXX serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar

berupa 2 (dua) mas; 

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat

semenda dan pertalian  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan  tidak  ada

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum

Islam meupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri

(ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama

1.   XXXX (Lk) tanggal lahir XXXX (umur X tahun)

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggangu

gugat  pernikahan  para  Pemohon  tersebut  dan  selama  itu  pula  para

Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa  sampai  sekarang  para  Pemohon  tidak  mempunyai  Kutipan  Akta

Nikah  karena  pernikahan  para  Pemohon  tidak  dilakukan  dihadapan

Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

setempat, hal ini disebabkan:

- Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata

lalai  tidak  mendaftarkan  pernikahan  Pemohon  kepada  KUA  yang

berwenang;

Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk

kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim

untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon

II yang terjadi pada tanggal XXXX, di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX,

Provinsi XXXX;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Bedasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  para  pemohon  memohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama Pandan berkenan  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) dengan pemohon II  (XXXX)

yang dilangsungkan pada tanggal XXXX, di Kecamatan XXXX, Kabupaten

XXXX, Provinsi XXXX;

3. Memerintahkan  para  Pemohon  untuk  mencatatkan  perkawinan

pernikahan para pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan,

Kabupaten XXXX;

4. Membebankan  biaya  yang  timbul  dalam  pekara  ini  kepada  para

Pemohon:

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa  atas  perintah  Ketua  Majelis  sebelum  persidangan,  Jurusita

Pengadilan Agama  Pandan telah  mengumumkan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat  Nikah  tersebut  selama  14  (empat  belas)  hari  sejak  hari

sidang  ditetapkan  pada  papan  pengumuman  Kantor  Pengadilan  Agama

Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan,

namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada

satu pun pihak lain  yang keberatan atas permohonan  a quo ke Pengadilan

Agama  Pandan,  sehingga  perkara  ini  mempunyai  alasan  hukum  untuk

dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan para  Pemohon telah

hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  para  Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. XXXX umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,

bertempat tinggal  di  Dusun I, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten

XXXX,  di  bawah sumpah memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon ;

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
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- Bahwa Hubungan Pemohon  I dengan Pemohon  II adalah suami-

istri dan sudah dikaruniai  satu orang anak yang bernama  XXXX (Lk)

tanggal lahir XXXX (umur X tahun);

- Bahwa  saksi  mengetahui  pernikahan  Pemohon  I  dengan

Pemohon  II  dilaksanakan  menurut  tatacara  agama  islam  dan  saksi

hadir pada saat acara tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal  XXXX

di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah  ayah kandung

Pemohon II yang bernama XXXX ;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya

ijab kabul adalah XXXX dan XXXX ;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar

berupa 2 (dua) Mas;

- Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  I  berstatus  jejaka dan

Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa  Pemohon I tidak mempunyai istri  lain selain Pemohon II

dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada hubungan darah,

semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  mendengar  ada  pihak  lain  yang

keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus

buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

2. XXXX,  umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten

XXXX,  di  bawah sumpah memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon ;

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;

- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-

istri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
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- Bahwa  saksi  mengetahui  pernikahan  Pemohon  I  dengan

Pemohon  II  dilaksanakan  menurut  tatacara  agama  islam  dan  saksi

hadir pada saat acara tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal  XXXX

di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah  ayah kandung

Pemohon II yang bernama XXXX;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya

ijab kabul adalah XXXX dan XXXX;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar

berupa 2 (dua) Mas;

- Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  I  berstatus  jejaka dan

Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa  Pemohon I tidak mempunyai istri  lain selain Pemohon II

dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada hubungan darah,

semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  mendengar  ada  pihak  lain  yang

keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus

buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Bahwa  para  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan tujuan  permohonan para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  para  Pemohon   mengajukan

permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon  I dengan Pemohon  II telah

melangsungkan  pernikahan  di Kecamatan  XXXX,  Kabupaten  XXXX  pada

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Pdn
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tanggal XXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: XXXX

dan dihadiri saksi nikah bernama: Saksi I XXXX dan saksi II: XXXX  dengan

mahar berupa 2 (dua) Mas,  serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan

wali  nikah  Pemohon II,  antara  keduanya  tidak  ada  hubungan  sepersusuan,

pertalian  nasab  atau  lainnya  yang  dapat  menghalangi  pernikahan,  namun

Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang,  oleh  karena  itu  permohonan  penetapan  Pengesahan

Perkawinan  yang  diajukan  Para  Pemohon tersebut  mempunyai  kepentingan

hukum (legal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut

sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya  para

Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan

Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang

menghadap  sendiri-sendiri  di  hadapan  persidangan,  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau

dialaminya  sendiri,  dan  secara  hukum  tidak  terhalang  untuk  di  dengar

keterangannya sebagai saksi,  telah memberikan keterangan di depan sidang

yang  saling  bersesuaian  satu  dengan  yang  lainnya  dan  ada  relevansinya

dengan perkara  aquo,  tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga

dinilai telah memenuhi syarat formil dan Maretil sesuai dengan ketentuan Pasal

309 R.Bg;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kedua  saksi  yang  diajukan  Para

Pemohon  telah  memenuhi  persyaratan  formil  dan  materil,  maka  Hakim

berpendapat  bukti  saksi  Para  Pemohon  dapat  menguatkan  dalil-dalil  Para

Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang

saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa berdasarkan analisis  bukti-bukti  tersebut  di  atas,

ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
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pada tanggal XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan wali

nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dengan maskawin berupa

2 (dua) Mas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama

XXXX dan XXXX;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II

berstatus gadis;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

atau  sesusuan  atau  hal  lain  yang  menghalangi  pernikahan  Pemohon  I

dengan Pemohon II;

4. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum

dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempertimbangkan  permohonan

pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II  tersebut,

Majelis  akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/

munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun

berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974;

Menimbang,  bahwa  Majelis  perlu  mengemukakan  Hadis  Nabi

Muhammad SAW sebagai berikut:

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah

SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan

dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,

sebagaimana  yang  disebutkan dalam Pasal 2 angka  (1)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

maka  rukun  untuk  melaksanakan  perkawinan,  yaitu:  a.  calon  suami,  b.

calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang,  bahwa  di  samping  keharusan  terpenuhinya  rukun

nikah,  keabsahan  suatu  perkawinan  juga  harus  memenuhi  syarat-syarat

perkawinan.  Adapun  syarat-syarat  perkawinan  adalah  tidak  terdapatnya

halangan  pernikahan  antara  calon  suami  dengan  calon  istri,  baik  untuk

sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal

8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  39  Kompilasi  Hukum  Islam

menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.

karena pertalian sesusuan;

Menimbang,  bahwa Hakim perlu  juga mengemukakan  dalil/hujjah

syar’iyyah  sebagaimana  terdapat  dalam  Kitab  I’anah  al-ThalibinJuz  2

halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang

berbunyi sebagai berikut:

Artinya:  Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki  yang sudah dewasa

dan  berakal  atas  pernikahannya  dengan  seorang  perempuan  jika

perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta sebagaimana tersebut

di  atas,  Majelis   berkesimpulan   bahwa   pernikahan   Pemohon  I  dan

Pemohon II  tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun  dan

syarat  pernikahan  secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh

ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan

tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh

ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua)

dapat dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  tentang  pencatatan  perkawinan,  Majelis  memberi

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan  Pasal 2 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan,  (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan  Pasal 2 ayat  (1) Peraturan  Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975,  Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan

perkawinannya  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)

Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Pasal  5  Kompilasi  Hukum Islam,

maka dipandang  perlu  memerintahkan  kepada  para  Pemohon   untuk

mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

XXXX;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Pdn

tanggal 22 Oktober 2020 dengan memberi izin kepada para Pemohon untuk

berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka para Pemohon dibebaskan dari

membayar biaya perkara ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  Pemohon  I dengan

Pemohon  II  Pemohon  II yang  dilaksanakan  pada  tanggal  XXXX di

Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;

4. Membebankan  biaya  yang  timbul  dalam  pekara  ini  kepada  para

Pemohon;

Demikian penetapan ini  dijatuhkan di  oleh Majelis Hakim Pengadilan

Agama Pandan  dalam rapat  musyawarah  Majelias  Hakim  pada  hari  Kamis
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tanggal 22  Oktober  2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal  05 Rabiul awal

1442  Hijriah,  oleh  kami  Encep  Solahuddin,  S.Ag  sebagai  Ketua  Majelis,

Rusydi  Bidawan,  S.H.I.,  M.H. dan  Zaldaki  Lutfi  Zulfikar,  S.Sy., masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  mana  diucapkan  dalam

persidangan  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. Zulpan, S.Ag.,

M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Ketua Majelis,

Encep Solahuddin, S.Ag

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Rp.      50.000,00 
2. Panggilan Rp.     300.000,00 
3. PNBP Rp.      60.000,00
4. Meterai Rp.       6.000,00 

Jumlah Rp.     416.000,00
(Empat ratus enam belas ribu rupiah ) 
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